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Edisi Bahasa Indonesia

Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK DAERAH
Nomor Tanggal Tentang Tanggal Efektif

Perpres Nomor 36 4 3uli 2011 Perubahan atas tarif pajak bahan bakar

Tahun 2011 kendaraan bermotor 7 September 2010

Dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak kendaraan bermotor yang disubsidi
Pemerintah diubah menjadi 5%.

PAJAK PENGHASILAN

Nomor Tanggal Tentang Tanggal Efektif
Tata cara penghitungan dan
100/PMK.03/2011 | 11 Juli 2011 [pembayaran PPh atas surplus Bank 11 Juli 2011
Indonesia.

Menteri Keuangan menerbitkan aturan pelaksana dari pasal 7 ayat (2) PP nomor 94 Tahun 2010 tentang
penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Dalam ketentuan ini
didefinisikan surplus Bl yang merupakan objek PPh adalah surplus Bl menurut laporan keuangan audit
setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh dengan memperhatikan
karakteristik BI.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor Tanggal Tentang Tanggal Efektif

Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
dari luar daerah pabean di dalam
102/PMK.011/2011 | 13 Juli 2011 |daerah pabean berupa film cerita impor 13 Juli 2011
dan penyerahan film cerita impor, serta
dasar pemungutan PPh pasal 22 atas
kegiatan impor film cerita impor.

Dalam peraturan Menteri Keuangan ini ditegaskan untuk dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk
menghitung PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
berupa film cerita impor maupun penyerahan film cerita impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop
adalah nilai lain berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per copy film
cerita impor. Besarnya nilai lain tersebut dapat ditinjau kembali secara berkala. Sedangkan dasar
pemungutan PPh pasal 22 untuk kegiatan impor film cerita impor adalah nilai impor atas media film cerita
impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu CIFditambah dengan Bea
Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan di bidang
impor.

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not
constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication
without obtaining specific professional advice.
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DAFTAR PERATURAN BULAN JULI 2011

NOMOR TANGGAL
NG PERATURAN TANGGAL EFEKTIF TENTANG
1 Perpres Nomor 36 4 Juli 2011 7 September PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN
Tahun 2011 2010 BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
2 | 100/PMK.03/2011 11 Juli 2011 11 Juli 2011 PEMBAYARAN PPh ATAS SURPLUS BANK
INDONESIA
NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK
BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN
. . DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA
3 | 102/PMK.011/2011 13 Juli 2011 13 Juli 2011 FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN
FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS
KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
. . PENEGASAN ATAS LAPORAN RUTIN
4 | S-4305/PJ.07/2011 1 Juli 2011 1 Juli 2011 KEBERATAN DAN BANDING
PENEGASAN PELAKSANAAN SE-26/PJ/2011
. . TENTANG SISTEM, BENTUK, ISI DAN
5 | S-246/PJ.08/2011 5 Juli 2011 5Juli 2011 KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
6 | S-1014/P3.10/2011 7 Juli 2011 7auli2o11 | STANDARISASI PENULISAN NAMA DAN

ALAMAT DALAM BASIS DATA
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BERITA PAJAK

SKP 14 perusahaan migas diterbitkan

DJP menetapkan 14 Surat Ketetapan Pajak yang mempunyai tunggakan pajak hingga Rp. 1,6 triliun.
Langkah tersebut diambil atas rekomendasi dari BPKP. Sementara BP Migas menyebutkan hanya 3
perusahaan migas yang bermasalah dengan tunggakan pajak.

Pelaku UKM menolak rencana pajak baru

Pelaku Usaha Kecil Menengah memberikan reaksi negatif atas rencana Pemerintah mengenakan PPh
3% - 5% dari omzet per tahun. Ketentuan ini akan memberatkan terutama UKM yang bergerak di
makanan dan konveksi.

PPh penanaman modal infrastruktur diperingan

Pemerintah akan memberikan fasilitas keringanan PPh bagi penanaman

modal di bidang infrastruktur menyusul 127 bidang usaha lainnya yang

sudah masuk dalam lampiran revisi PP Nomor 62 Tahun 2008.

DJP akan mempercepat sensus pajak.

Untuk menaikkan tax ratio yang turun tahun lalu, DJP akan mempercepat sensus pajak dan
memudahkan pelayanan yang memudahkan penyerahan SPT Tahunan. DJP menyebutkan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak hanya 7,73%. Jumlah tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan
total jJumlah penduduk Indonesia. Untuk tahap pertama, sensus pajak ini akan ditujukan kepada Wajib
Pajak Badan.

REI: pengembang di Pulau Jawa tak terhambat perda BPHTB

Pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sejas 2011 dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Namun masih banyak Pemda di luar Jawa yang belum menyiapkan aturan daerah
sehubungan hal tersebut sehingga proses transaksi penjualan rumah bisa terhambat. Sedangkan

transaksi penjualan rumah lebih banyak terjadi di Pulau Jawa.

Address:

Menara Rajawali 11th floor

JI. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950
T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com
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Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 421/KM.1/2011 tanggal 1 Juli 2011
Masa Berlaku : 4 Juli 2011 - 10 Juli 2011

Mata Uang

Dollar Amerika Serikat [ USD ]

Dolar Australia [ AUD ]
Dolar Canada [ CAD ]
Kroner Denmark [ DKK ]
Dolar Hongkong [ HKD ]
Ringgit Malaysia [ MYR ]
Dolar Selandia Baru [ NZD ]
Kroner Norwegia [ NOK ]

Poundsterling Inggris [ GBP ]

Dolar Singapura [ SGD ]
Kroner Swedia [ SEK ]
Franc Swiss [ CHF ]
Yen Jepang [ JPY ]

Kyat Burma [ BUK ]
Rupee India [ INR ]
Dinar Kuwait [ KWD ]
Rupee Pakistan [ PKR ]
Peso Philipina [ PHP ]
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]
Rupee Srilanka [ LKR ]
Baht Thailand [ THB ]
Dolar Brunei D. [ BND ]
EURO [EUR]

Yuan China [ CNY ]
Won Korea [ KRW ]

© 2011 MMStax

SELIEN] Nilai

8600.00
9128.91
8840.55
1662.15
1104.68
2832.95
7048.76
1590.48
13783.14
6968.11
1349.44
10278.99
100 10639.94
1338.79
191.48
31284.61
99.94
197.91
2292.98
78.48
278.85
6966.98
12397.81
1329.45
7.99

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No. 449/KM.1/2011 tanggal 8 Juli 2011
Masa Berlaku : 11 Juli 2011 - 17 Juli 2011

Mata Uang

Dollar Amerika Serikat [ USD ]

Dolar Australia [ AUD ]
Dolar Canada [ CAD ]
Kroner Denmark [ DKK ]
Dolar Hongkong [ HKD ]
Ringgit Malaysia [ MYR ]
Dolar Selandia Baru [ NZD ]
Kroner Norwegia [ NOK ]

Poundsterling Inggris [ GBP ]

Dolar Singapura [ SGD ]
Kroner Swedia [ SEK ]
Franc Swiss [ CHF ]
Yen Jepang [ JPY ]

Kyat Burma [ BUK ]
Rupee India [ INR ]
Dinar Kuwait [ KWD ]
Rupee Pakistan [ PKR ]
Peso Philipina [ PHP ]
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]
Rupee Srilanka [ LKR ]
Baht Thailand [ THB ]
Dolar Brunei D. [ BND ]
EURO [EUR]

Yuan China [ CNY ]
Won Korea [ KRW ]

SELIET]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100

P R R R R R R R PR R

Nilai
8533.00
9158.46
8874.40
1647.36
1096.42
2838.54
7076.44
1586.93

13667.73
6963.81
1352.76

10118.11

10526.30
1325.64

191.98
31103.09
99.34
198.73
2275.12
77.92
280.74
6961.65

12288.07
1319.62

8.02



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 477/KM.1/2011 tanggal 18 Juli 2011
Masa Berlaku : 18 Juli 2011 - 24 Juli 2011

Mata Uang

Dollar Amerika Serikat [ USD ]

Dolar Australia [ AUD ]
Dolar Canada [ CAD ]
Kroner Denmark [ DKK ]
Dolar Hongkong [ HKD ]
Ringgit Malaysia [ MYR ]
Dolar Selandia Baru [ NZD ]
Kroner Norwegia [ NOK ]

Poundsterling Inggris [ GBP ]

Dolar Singapura [ SGD ]
Kroner Swedia [ SEK ]
Franc Swiss [ CHF ]
Yen Jepang [ JPY ]

Kyat Burma [ BUK ]
Rupee India [ INR ]
Dinar Kuwait [ KWD ]
Rupee Pakistan [ PKR ]
Peso Philipina [ PHP ]
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]
Rupee Srilanka [ LKR ]
Baht Thailand [ THB ]
Dolar Brunei D. [ BND ]
EURO [EUR]

Yuan China [ CNY ]
Won Korea [ KRW ]
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SELIEN] Nilai

8545.00
9137.60
8876.22
1615.32
1096.75
2835.12
7126.37
1540.56
13709.47
6998.95
1309.29
10383.02
100 10769.87
1327.31
191.78
31085.69
99.49
198.76
2278.48
77.97
283.16
6996.09
12046.69
1321.65
8.06

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No. 483/KM.1/2011 tanggal 25 Juli 2011
Masa Berlaku : 25 Juli 2011 - 31 Juli 2011

Mata Uang

Dollar Amerika Serikat [ USD ]

Dolar Australia [ AUD ]
Dolar Canada [ CAD ]
Kroner Denmark [ DKK ]
Dolar Hongkong [ HKD ]
Ringgit Malaysia [ MYR ]
Dolar Selandia Baru [ NZD ]
Kroner Norwegia [ NOK ]

Poundsterling Inggris [ GBP ]

Dolar Singapura [ SGD ]
Kroner Swedia [ SEK ]
Franc Swiss [ CHF ]
Yen Jepang [ JPY ]

Kyat Burma [ BUK ]
Rupee India [ INR ]
Dinar Kuwait [ KWD ]
Rupee Pakistan [ PKR ]
Peso Philipina [ PHP ]
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]
Rupee Srilanka [ LKR ]
Baht Thailand [ THB ]
Dolar Brunei D. [ BND ]
EURO [EUR]

Yuan China [ CNY ]
Won Korea [ KRW ]

SELIET]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100

P R R R R R R R PR R

Nilai
8543.00
9155.96
8983.51
1626.98
1096.12
2848.08
7288.89
1552.70

13806.55
7036.62
1323.26

10428.49

10831.79
1329.36

191.92
31143.27
99.10
199.94
2277.91
78.02
285.38
7033.03

12130.49
1322.82

8.09





